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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, MENGENAI ZAKAT
SEBAGAI PENGURANG PENGHASILAN KENA PAJAK

Oleh
MUHAMMAD ZIDAN KARIMULLAH

Zakat dan pajak berpotensi besar di Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan
dan pembangunan, terhadapnya diatur bahwa zakat dapat digunakan sebegai
pengurang penghasilan kena pajak. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 UU
No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, namun ketentuan tersebut
penggunaannya masih tergolong rendah oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui implementasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak
di BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai unit kerja Dirjen Pajak,
serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasinya. Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, dan tipe penelitian
deskriptif yang menggunakan metode pendekatan socio-legal. Menggunakan data
primair dan sekunder, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan
wawancara. Pengolahan data dilakukan melalui : pemeriksaan, penandaan dan
sistematisasi data yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian
dan pembahasan menjelaskan bahwa implememntasi Pasal 22 UU No. 23 Tahun
2011 di BAZNAS, dengan pengadaan Bukti Setor Zakat (BSZ) terhadap muzakki
setelah ia membayarkan zakat nya. Sedangkan di KPP mengimplmentasikan Pasal
4 ayat (3) UU 36 Tahun 2008 yang harmonis dengan Pasal 22 UU No. 23 Tahun
2011, melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan yang memuat bagian zakat
sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka saat membayar pajak, Wajib
Pajak dapat mengurangkan zakat atas penghasilan kena pajak nya. Faktor-faktor
yang mempengaruhi pelaksanaan nya dijabarkan sebagai berikut. Faktor
penghambat (internal) meliputi: aturan zakat pengurang pajak hanya sebatas
pengurang penghasilan kena pajak, pembayaran pajak penghasilan
karyawan/pegawai dilakukan oleh atasan, dan terbatasnya SDM BAZNAS. Faktor
penghambat (eksternal) meliputi: pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap
zakat dan pajak masih rendah, dan pola pembayaran zakat di masyarakat. Faktor
pendorong (internal) meliputi: Harmonis ketentuan dalam ranah zakat dan pajak,
lembaga pelaksana yang dibentuk UU dan memiliki fasilitas yang mumpuni.
Faktor pendorong (eksternal) meliputi: status kewajiban zakat dan pajak,
masayarakat filantropi dan potensi besar pengumpulan zakat dan pajak

Kata kunci: implementasi, undang-undang. zakat dan pajak.
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|. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dan menempatkan Pancasila sebagai sumber
hukum dasar Nasional dan Konstitusi UUD NRI 1945 sebagai peraturan tertinggi
dalam hierarki Peraturan Perundangn-undaangan. Sesuai dengan apa yang
ditegaskan pada sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan juga
disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 “Negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan
kepercayaannya itu”. Maka diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang

berketuhan dan menjamin penduduknya dalam beribadat berdasarkan agamanya.

Pada posisinya Indonesia adalah negara yang memiliki mayoritas warga negara
muslim terbesar di dunia. Maka para penduduk beragama Islam yang sedemikian
banyak tersebut, memiliki kemerdekaan dan dijamin oleh negara untuk
melaksanakan syariat peribadatan nya, yang mana salah satu nya ialah zakat.
Demikian negara dengan jaminan nya dapat memiliki kewajiban memberikan
pelayanan dan bantuan berupa peraturan perundang-undangan bila umat

berasgama membutuhkan !

L Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi
Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian, 1996, Jakarta : Gema Insasi Press. him. 119-120



Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat, memberikan pengertian “Zakat adalah harta yang wajib
dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang
berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Zakat adalah bagian dari rukun
Islam, membayar zakat berarti menyampaikan sebagian dari harta, yang secara
moril sebenarnya menjadi hak para fakir, miskin dan sebagiannya guna

kepentingan kesejahteraan sosial.?

Zakat sebagai bagian dari syariat Islam, yang dalam pelaksanaannya dilindungi
oleh undang-undang, dan bahkan saat ini negara telah memfasilitasi pelaksanaan
zakat. Hal tersebut dibuktikan dengan dibentuknya UU No. 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Zakat. Serta pembentukan amil zakat nasional yaitu Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui undang-undang tersebut. Pembentukan
BAZNAS disediakan pada tingkat nasional hingga daerah provinsi maupun
kabupaten/kota, juga mempersilahkan masyarakat bila diperlukan untuk
membentuk sendiri Lembaga Amil Zakat (LAZ), namun dalam hal ini untuk

status peresmiannya perlu rekomendasi dan kordinasi dari BAZNAS.

Bila zakat adalah kewajiban dari agama, maka lain hal terhadap pajak sebagai
kewajiban terhadap negara. Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No.
28 Tahun 2007 menyebutkan “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pemungutan pajak di Indoensia diatur dalam Pasal 23A UUD NRI 1945, diatur

2 Wati Rahmi Ria, Hukum Perdata Islam (Bandar Lampung: Aura, 2018) him. 12.



bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara
diatur dengan undang-undang” Hingga saat ini peraturan perundang-undangan
terkait perpajakan turunan dari Pasal 23A telah banyak diatur, hingga disatukan
dalam bentuk omnibus law pada UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (HPP). Serta dalam hal pengelolaan pajak di Indoensia,
telah ada badan resmi yang mengelolanya yaitu Direktorat Jendral Pajak dibawah
Kementrian Keuangan RI, yang pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Mentri

Keuangan.

Zakat dan pajak sebagai dualisme, yaitu zakat ialah kewajiban dari agama dan
pajak ialah kewajiban dari negara, disamping itu memiliki kesamaan berupa: zakat
dan pajak memiliki unsur paksaan, ada yang mengelola dan memiliki tujuan yang

secara umum mulia yaitu kesejahteraan sosial.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia melihat keterkaitan antara zakat dan
pajak, sehingga ditetapkan aturan bahwa pengeluaran dari zakat dapat sebagai
pengurang penghasilan kena pajak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No.
23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa “Zakat yang
dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari

penghasilan kena pajak”.

Pengaturan mengenai hal ini sebenarnya telah diatur dalam undang-undang
pengelolaan zakat sebelumnya yaitu pada Pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Tahun
1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pada prinsipnya norma yang ditetapkan hanya

berbeda redaksi, dan memiliki substansi yang sama, maka hingga saat ini

% Didin Hafidudin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002),
him.52



keterkaitan pembayaran zakat terhadap pajak tidak berubah. Dan pada penjelasan
Pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Tahun 1999 menyatakan tujuan pengaturan tersebut
adalah “...agar Wajib Pajak tidak terkena beban ganda...”, secara prinsip
pengaturan tersebut tidak memuaskan tujuan agar tidak terkena beban ganda
tersebut. Karena zakat hanya sebatas tidak menjadi objek pada penghitungan
pajak penghasilan, dan masih saja penghasilan terkena beban ganda, yaitu untuk
keluarkan zakat dan sekaligus terkena pajak. Maka yang tidak terkena beban

ganda hanya 2,5% penghasilan yang dikeluarkan untuk zakat

Aturan mengenai pembayaran zakat yang dapat digunakan untuk pengurang
penghasilan kena pajak turut diatur pada Pasal 4 ayat (3) huruf a 1 UU No. 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan, yang secara substansi mengecualikan zakat dari objek pajak, dengan

catatan zakat tersebut dibayarkan melalui lembaga resmi pengelolaan zakat.

Ketentuan ini masih sangat minim diterapkan oleh masyarakat Indonesia, yang
notabene nya adalah hal yang menguntungkan bagi masyarakat muslim Indonesia,
karena mendapatkan keringanan dalam melaksanakan kewajiban terhadap agama

maupun negara nya.

Tingkat minim nya tersebut dapat kita lihat melalui data Outlook Zakat Indonesia
tahun 2021 oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS, menyatakan potensi zakat
Indonesia 2020 sejumlah Rp327,62 triliun. Dengan rincian (dalam triliun): zakat
perusahaan (Rp144,5 T), zakat pendapatan dan jasa (Rp139,07 T), zakat uang
(Rp58,76 T), zakat hasil tani (Rp19,79 T), dan zakat peternakan (Rp9,52 T).

Berdasarkan riset tersebut potensi zakat yang terealisasi adalah Rp71,4 triliun



(21,7%). Dari jumlah tersebut Rp 61,2 triliun tidak melalui BAZNAS/LAZ resmi,
dan Rp 10,2 triliun melalui BAZNAS/LAZ resmi. Dan dapat dilihat secara
kongkrit penggunaan aturan tersebut melalui data yang diuraikan pada sosialisasi
online “Zakat sebagai Pengurang PKP” oleh Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak
pada 23 Februari 2021. Bahwa pada 2019 terdapat Rp685 Miliar yang dilaporkan

Wajib Pajak atas zakat.

Berdasarkan data tersebut ditemukan kesenjangan antara pengumpulan
zakat melalui lembaga resmi yang sangat minim terhadap potensi zakat
nasional. Bahkan ditemukan kesenjangan pengelolaan zakat oleh
BAZNAS/LAZ resmi sangat minim dengan yang bukan BAZNAS/LAZ
resmi. Mengingat pengaturan tersebut merujuk pada penyaluran melalui
BAZNAS dan LAZ yang dianggap resmi berdasarkan UU No. 23 Tahun
2011, atas minim nya tingkat masyarakat yang menyalurkan zakat melalui
lembaga resmi maka akan berbanding lurus dengan minim nya tingkat
masyarakat menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Hal yang hamper serupa terlihat juga pada data pada Dirjen Pajak.

Pembayaran pajak penghasilan dilingkungan pegawai negeri dan karyawan
swasta berdasarkan Pasal 21 UU No, 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
(PPh). Ditetapkan pembayaran pajak nya oleh pemberi kerja atau bendahara,
sehingga pegawai atau karyawan menerima gaji utuh dari pajak, hal ini
menimbulkan para pegawai dan karyawan tidak dapat memiliki kesempatan untuk

mengurangi pajaknya melalui pembayaran zakat nya.



Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak semestinya bila diterapkan
dengan penuh oleh lapisan masyarakat akan memperoleh tingkat pengumpulan
dana yang lebih banyak dan dapat membantu dalam kesejahteraan sosial.
Berdasarkan penelitian yang memperlihatkan kondisi di Malaysia yang memiliki
ketentuan pembayaran zakat yang bisa digunakan sebagai pengurang beban
pembayaran pajak hingga 100%. Ditentukan bahwa bagi masyarakat yang telah
membayar zakat senilai daripada beban pajaknya, maka mereka tidak wajib
membayar pajak. Sehingga tidak terjadi akuntansi pajak ganda atau double tax

accounting.

Kebijakan ini memberikan peningkatan perolehan pajak oleh pemerintah
Malaysia. Karena dengan zakat sebagai pengurang pajak, justru memberikan
insentif dan rangsangan kepada masyarakat agar menyampaikan dan
membayarkan pajaknya dengan jujur dan benar, Sehingga yang terjadi, semakin
tinggi penerimaan zakat yang dihimpun, berbanding lurus dengan semakin
tingginya penerimaan pajak oleh pemerintah. Maka anggapan dan kekhawatiran
bahwa pengumpulan zakat akan menurunkan penerimaan pajak terbantahkan.*
Dari hal tersebut maka, adanya ketentuan zakat sebagai bagian dari pengurang
pajak dapat menjadi stimulus bagi masyarakat untuk membayarkan zakat dan
pajaknya, sehingga dapat meningkatkan pengumpulan zakat dan pajak oleh

negara.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, seiring ditetapkannya Pasal 22 UU No. 23

Tahun 2011 tentang Pengelolaann Zakat. Untuk melihat bagaimana ketentuan

4 Eko Supriyono dkk, Zakat Sebagai Pengurang Pajak dan Pengaruhnya terhadap
Penerima Pajak di Semenanjung Malaysia,( Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 7, No. 1
,Juni, 2013) him.25-26



tersebut dilaksanakan, dan apa saja yang mempengaruhi pelaksanaanya sebagai
pendorong dan penghambat. Maka topik tersebut dibahas melalui penelitian ini
yang berjudul: “Implementasi Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
tentang Pengelolaann Zakat, Mengenai Zakat sebagai Pengurang Penghasilan

Kena Pajak”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 22 Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat, di BAZNAS (Studi BAZNAS Kota Bandar Lampung)?

2. Bagaimana implementasi Pasal 22 Undang-Undang 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat, di Kantor Pelayanan Pajak (Studi KPP Pratama Natar) ?

3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penggunaan zakat

sebagai pengurang penghasilan kena pajak ?

C. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini, ruang lingkup terbagi atas ruang lingkup keilmuan dan ruang
lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan pada penelitian ini ialah bidang
hukum keperdataan terkhusus pada lingkup hukum ekonomi Islam. Dan ruang
lingkup objek kajian pada penelitian ini Implementas Pasal 22 UU Nomor. 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Mengenai Zakat sebagai Pengurang

Penghasilan Kena Pajak.



D. Tujuan

Adapun yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 22 Undang-Undang 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di BAZNAS ?

2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 22 Undang-Undang 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di Kantor Pelayanan Pajak ?

3. Untuk mengetahu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan

penggunaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang regulasi zakat
sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dan mengetahui faktor-faktor apa saja

yang mempengaruhi dalam pelaksanannya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan bahan acuan dalam
melaksanakan regulasi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dengan
mengetahui bagaimana kedua lembaga instansi zakat dan pajak dalam hal in
BAZNAS dan Direktorat Jendral Pajak melaksanakan ketentuan sesuai dengan
undang-undang terkait. Dan mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang

mempengaruhi dalam pelaksanaanya



Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Implementasi terhadap Undang-Undang
1. Pengertian Impelementasi

Implementasi menurut KBBI berarti pelaksanaan dan penerapan. Pemaknaan
implementasi terhadap suatu kajian disesuaikan pada bidang nya. Dalam tulisan
penelitian ini memaknakan dalam bidang hukum, yaitu implementasi terhadap

suatu undang-undang.

Menurut ahli, dikemukaan oleh Mazmanian dan Sabatier mendefinisikan
implementasi tehadap kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar
(umumnya berbentuk undang-undang, dapat pula berbentuk perintah, atau

keputusan eksekutif, dan atau keputusan badan peradilan).®

Implementasi pada kebijakan secara prinsip merupakan cara agar suatu kebijakan
dapat tercapai tujuannya, tidak kurang dan tidak lebih. Dalam
mengimplementasikan nya, ada dua hal yang dapat ditempuh, pertama langsung
mengimplementasikan dengan bentuk program, atau kedua dengan perumusan

kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan atau undang-undang tersebut.®

% Leo Agustino. Dasar-Dasar Kebijakan Publik ( Bandung: Alfabeta 2006) him. 139.
6 Riant Nugroho D. Kebijakan Publik: Formula Implementasi, dan Evaluasi, ( Jakarta:
Elex Media Komputindo 2004), him. 158-160.
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Undang-undang sejatinya yang merupakan kebijakan, tidak serta merta hanya
menjadi peraturan atau norma yang tertulis, namun perlu untuk dilaksanakan agar
tujuan-tujuan yang termuat dalam undang-undang tersebut tercapai. Pelaksanaan

tersebut yang disebut sebagai implementasi undang-undang.
2. Unsur-unsur Implementasi

Berdasarkan Syukur M. Abdullah, bahwa dalam proses implementasi,

sekurangnya terdapat 3 unsur yang mutlak, yaitu:

a Program atau kebijakan yang dilaskanakan

b Kelompok target, ialah masyarakat yang menjadi target, dengan harapan
akan memperoleh manfaat, sehingga memunculkan peningkatan..

c Pelaksana, yaitu orang ataupun organisasi yang memiliki tanggungjawab

terhadap pengawasan dan pengelolaan dari proses implementasi tersebut’
3. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi

Implementasi dalam keberjalananya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi
nya, sebagai pendorong maupun penghambat. Faktor pendorong sebagai segala
sesuatu yang mendorong dan mendukung proses implementasi, kemudian faktor
penghambat sebagai segala hal yang menghambat proses impkementasi.
Kemudian dari hal tersebut dapat dibedakan atas faktor internal maupun faktor

eksternal, sebagai berikut:

a Faktor Internal (faktor dari dalam dalam), faktor ini dapat dilihat melalui

ketersediaan/kesiapan dan kualitas input yang dipakai, seperti: SDM, dana,

" Syukur M Abdullah, Perkembangan Studi Implementasi, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
RI, 1998) him.43
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struktur organisasi, fasilitas dan sarana yang dimiliki, informasi, aturan-
aturan yang ada, serta sistem dan prosedur yang digunakan.

b Faktor Eksternal (faktor dari luar), hal ini bisa dilihat pada segala daya yang
mempengaruhi secara langsung atau tidak terhadap proses implementasi.
Faktor eksternal tersebut biasanya terdapat pada: kebijakan publik,
kelompok target, kondisi sosial budaya, kecenderungan politik, ekonomi

dan hal lain sebagainya.®

B. Tinjauan tentang Harta Menurut Hukum Islam
1. Harta dan Kepemilikan

Pengertian harta berdasarkan KBBI ialah: “barang (uang dan sebagainya) yang
menjadi kekayaan atau barang milik seseorang”. Sedangkan, pengertian harta
menurut khazanah pendapat para ulama Islam antara lain: dalam pembahasan
Muhammad Salam Madkur berdasarkan pendapat para ulama figh adalah “harta
adalah segala sesuatu yang boleh untuk dikuasai dan disimpan dan kemudian
dipergunakan ketika diperlukan”. Menurut Al-Syarbaini Al-Khatib bahwa “harta
adalah sesuatu yang memiliki nilai dan bagi orang lain bila merusaknya dapat
diwajibkan membayar ganti kerugian”.® Dari pembahasan pengertian harta
tersebut, ditarik kesimpulan bahwa harta adalah sesuatu hal yang dapat dikuasai

dengan hak, dan terdapat manfaat darinya.

8 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta, 2010) hlm. 59
® Al-Syarbaini al-Khatib, Mughnii al-Muhtaj, (Berut: Dar al-Fikr, 1978), him. 40
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Harta didunia secara esensi adalah diciptakan Allah untuk manusia, namun agar
tidak terjadi perebutan hak yang memicu sengketa, maka Islam mengatur

bagaimana seseorang dapat memperoleh hak atas suatu harta yang ada.

Menurut hukum Islam terdapat 4 sebab atau cara seseorang dapat memperoleh

kepemilikan atas harta, antara lain:

a. Karena Izrazul Mubhat, yaitu memiliki benda yang boleh dimiliki dimana
tidak ada penghalang seseorang untuk memiliki.

b. Karena Al-Uqud, yaitu memiliki oleh karena suatu akad atau perjanjian.

c. Karena Khalafiyah, yaitu memperoleh hak disebabkan bertempatnya
seorang atau sesuatu yang baru pada tempat yang telah lama dan kehilangan
berbagai hak dari sebelumnya .

d. Karena, Attawalludu Minal Mamluk, yaitu memiliki sesuatu benda secara
otomastis karena merupakan hasil dari benda yang dimiliki dan dapat

menimbulkan dan melahirkan benda lain'°

Harta secara hakikat adalah milik Allah, dan di dunia Allah mengamanahkan
hartanya kepada setiap manusia untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan
kelak manusia akan mempertanggungjawabkan terhadap harta yang telah
diamanhkan kepadanya. Harta sebagai sesuatu yang dapat dimiliki dan di ambil
manfaatnya, namun bukan berarti dapat dipergunakan dengan sewenang-wenang.
Islam memberikan kebebasan seseorang menggunakan hartanya sebatas dengan

yang dibolehkan secara syara’.

10'Wati Rahmi Ria, Hukum Perdata Islam (Bandar Lampung: Aura, 2018) him. 126-128.
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Kedudukan dan Fungsi Harta

Islam mengajarkan penggunaan harta harus senantiasa sebagai pendekatan diri

dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian harta pribadi selain

untuk kebutuhan pribadi haruslah dipergunakan untuk membantu sesama

manusia. Meskipun secara hak adalah milik pribadi, namun Islam tidak

mengajarkan manusia untuk hanya mengisi kepentingan diri sendiri!

Harta dalam perspektif Islam memiliki fungsi antara lain:

a.

Harta sebagai amanah yang dititpkan Allah, dalam hal ini manusia berperan
sebagai pengemban amanah haruslah mempergunakan harta untuk sesuatu
yang diridhai Allah.

Harta sebagai perhiasaan hidup untuk manusia namun untuk digunakan
secara baik dan tidak berlebihan, hal tersebut ditunjukan dalam QS Al-
Imran ayat 14.

Harta sebagai ujian keimanan, seseorang dapat berkah maupun celaka dari
hartanya hal tersebut tergantung bagaimana hartanya digunakan.

Harta sebagai bekal ibadah, sebagai salah satu kompenen yang dapat
dimanfaatkan untuk ibadah di jalan Allah.

Harta sebagai penerus generasi ke generasi lainnya.'?

11 Nasrun Haroen, Figh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), him. 76

12 Wati Rahmi Ria, Hukum Perdata Islam (Bandar Lampung: Aura, 2018) him. 126-128.
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3. Pemeliharaan Harta Menurut Magashid Syariah

Magashid Syariah secara Bahasa berarti “tujuan hukum syariat”. Syariat dalam
hal ini adalah syariat Islam dari Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh
alam. Magashid syari’ah dalam pengertian yang disepakati para ulama’ yaitu
magqashid syari’ah merupakan maksud atau tujuan pensyariatan hukum dalam

Islam?3,

Dalam pembagiannya magashid syariah dibagi atas 5 hal, antara lain:

a. hifz ad-din atau memelihara agama

b. hifz an-nafs atau memelihara jiwa

c. hifz al-agl atau memelihara akal

d. hifz an-nasl atau memelihara keturunan

e. hifz al-maal atau memelihara harta

Harta dalam tinjauan magashid syariah menjadi salah satu hal yang dipelihara.
Sebagaimana Allah mengancam setiap hamba nya yang mengambil harta bukan

atas hak nya.

Ditinjau dari sisi kepentingannya, pemeliharaan harta dibedakan atas tiga

tingkatan, sebagai berikut :

a. Memelihara harta pada tingkat daruriyat, sebagaimana disyariatkan

terhadap aturan hak milik harta, serta pelarangan menggunakan harta milik

13 Jasser Auda, Figh al-Magashid Inathoh al-Ahkami as-Syariati Bimagashidiha,
(Herndon: al-Ma’had al- ‘Alimi li al-Fikr al-Islamiy, 2006), him. 15
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orang lain secara illegal. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan menjadi
ancaman terhadap eksistensi harta.

Memelihara harta pada tingkat hajiyyat, sebagaimana pensyartiatan jual beli
(salam) sebagai perjanjian pemindahan harta. Sehingga bila cara ini tidak
digunakan maka tidak menjadi ancaman ekistensi suatu harta, karena
seseorang yang ingin memperolehnya haruslah memiliki modal yang
ditetapkan atas suatu harta.

Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat, sebagaimana pensyariatan agar
menghindar dari penipuan. sebagai bagian moral dan etika dalam
bermuamalah. Karena bila terdapat unsur penipuan akan mempengaurhi
keabsahan jual beli, karena tingkatan ini menjadi syarat adanya tingkatan

pertama dan kedua.

C. Tinjauan Umum Zakat

Pengertian Zakat

Zakat dalam pengertian bahasa bermakna kesuburan, keberkatan, kesucian, dan

mensucikan.. Zakat mensucikan bermakna dengan berzakat akan membersihkan

harta sehingga kembali kepada kesuciannya. Zakat adalah rukun Islam yang ke-

empat, kewajibannya atas tiap muslim yang mempunyai kemampuan finansial

mengerjakannya ** Pengertian secara syara’ dibagi menjadi dua. Pertama, zakat

itu adalah salah satu sebab yang dengannya mendapatkan kesuburan pahala.

Kedua, zakat itu adalah bentuk kenyataan dan kesucian jiwa dari sifat kikir dan

dosa-dosa. Dalam pengertian umum zakat adalah kewajiban dari Allah atas harta

14 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), him. 24
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dengan syarat tertentu kepada pemiliknya, agar diberikan kepada yang berhak

menerimanya secara Syariat.'®

Hukum Zakat ialah fardhu ain, yaitu kewajiban mengamalkan perbuatan itu
bersifat perorangan (individual), seperti shalat, puasa , yang berbeda dari fardhu
kifayah yang kewajibannya berlaku secara jamaah seperti mengelola jenazah.®
Menjalankan zakat menjadi suatu kewajiban yang mutlak, sebagaimana kewajiban
pada rukun Islam lainnya. Bahkan Khalifah Abu Bakar As-Shiddig dengan tegas
bersikap akan memerangi bagi tiap muslim yang hendak mengesampingkan zakat

dari kewajibannya.
Allah SWT berfirman pada Surat At-Taubah ayat (103), yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.
Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Firman Allah tersebut mengandung makna perintah untuk mengambil zakat dari
harta orang yang telah terpenuhi syarat wajibnya, supaya membersihkan dan
menyucikan hartanya, agar tidak terjerumus pada kecintaan yang berlebihan

terhadap dunia.

Rasulullah adalah pemimpim kaum muslimin sekaligus kepala Negara yang
memiliki kedudukan untuk mengatur pengelolaan zakat. Dalam pengumpulan
zakat, rasul mengutus petugas untuk mengumpulkan zakat kaum muslimin

sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadist, Artinya:

15 Didin Hafidhuddin, Op.Cit, him. 7
16 Wati Rahmi Ria, Op.Cit, him.14
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Dari Ibnu Abbas R.A menerangkan bahwa Mu’adz diutus Nabi Muhammad ke

Yaman, serta Nabi bersabda:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat dari harta mereka yang diambil dari
orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di
antara mereka” (HR. Bukhari)

Berdasarkan keterangan hadist tersebut, diketahui bahwa Rasulullah
mengorganisir pengelolaan zakat yang disesuaikan pada kondisi masyarakat
setempat, dan dihimpun dalam suatu tempat yang disebut Baitul Maal. Untuk

selanjutnya disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat.

Pengelolaan zakat, menurut Yusuf Al-Qardawi harus dilakukan oleh pihak
pemerintah melalui suatu badan yang secara khusus dibentuk secara profesional
dan fungsional, agar zakat terhimpun dengan efektif dan optimal, karena zakat
sejatinya dalam pembendaharaan Islam adalah dana utama dalam upaya
mengentaskan kemiskinan yang membelenggu umat.” Karena itu, menjadi

keharusan bahwa diperlukan lembaga khusus untuk mengelola zakat.

2. Jenis Zakat

Zakat dibedakan atas dua macam, sebagai berikut:

a  Zakat fitrah, atau zakat jiwa, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan saat bulan
ramadhan,. Zakat ini dikeluarkan sebesar satu sha gandum atau kurma
(makanan pokok), di Indoensia ditunaikan sebesar 2,5kg beras, dan juga

dapat ditunaikan dalam bentuk uang yang senilai 2,5kg beras.

7 yusuf Al-Qardawi, Konsepsi Islam Dalam Mengentas Kemiskinan, Alih Bahasa Umar
Finany (Cet. I11; Surabaya: Bina limu, 1996), him. 85
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b  Zakat maal, atau zakat harta, kewajibannya atas harta yang telah memenuhi

syarat berdasarkan syariat

3. Harta Zakat
Berikut harta zakat dalam zakat mal:

a Zakat emas, perak dan uang

Zakat ini diwajibkan bila telah memenuhi haul dan nishab nya. Untuk emas
nishob nya 85 gram, dan nishob zakat harta perak 595 gram. Haul atau masa
kepemilikan harta ditetapkan selama setahun. Terhadap besaran harta yang
dikeluarkan untuk zakat ini ditentukan sebesar 2,5 %' Adapun terhadap zakat
uang dikeluarkan mengikuti haul dan nishab yang disesuaikan dengan zakat

emas

b  Zakat binatang ternak

Jenis zakat binatang ternak menurut jJumhur ulama ditetapkan terhadap kambing,
sapi/kerbau dan unta, yang mana hewan ternak jenis tersebut bisa dikembangkan
melalui susu dan anaknya, sehingga sepantasanya dapat dibebankan tanggungan

zakat. Zakat peternakan untuk nishab dan haul nya ditetapkan

c Zakat hasil pertanian

Hasil pertanian berupa buah-buahan dan tanaman dibebankan atasnya zakat.
Nishab nya yaitu 5 wasag (300 gantang), yang diperkirakan 910 gram, masa
haulnya ditetapkan ketika panen. Dikeluarkan 5% apabila dengan pengairan

sendiri dan 10% bila pengairan dibantu oleh alam.

18 M. Abdul Ghofar, Figih Wanita (Cet. 1V; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), him. 282-283
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d Zakat Penghasilan

Zakat penghasilan dikeluarkan atas hasil pendapatan atau profesi seseorang yang
sudah mencapai nishab nya (dapat disetarakan dengan nishab emas atau
pertanian). Haul yang ditentukan selama 1 tahun. Zakat jenis ini pada awalnya
tidak ada, namun seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pemikiran
bahwa suatu harta atas penghasilan yang didapat bulanan haruslah dikenakan
zakatnya juga, maka para ulama kontemporer mengqiyaskan zakat penghasilan

dengan zakat emas atau pertanian.

e Zakat perniagaan
Zakat ini dikeluarkan atas keuntungan dari transaski jual beli, ketentuan
nishabnya dapat mengiktui zakat emas dan pertanian dan haulnya selama 1

tahun.

f  Zakat Rigas

Zakat rigas adalah harta terpendam yang ditemukan dengan berapapun
jumlahnya ditentukan untuk dikeluarkan atas zakat sebesar 20% dan 80% nya
boleh dimiliki penemunya, namun dengan catatan tempat penemuannya adalah

tempat yang mubah yaitu tidak ada hak lain menyangkutnya.

Jenis zakat tersebut adalah ketentuan figih zakat secara umum, Adapun
berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
zakat mal atau zakat harta meliputi: “emas, perak, logam mulia, uang dan surat
berharga, perniagaan, pertanian, peternakan, perkebenunan dan kehutanan,

perikanan, perindustrian, pertambangan, pendapatan dan jasa serta rikaz”
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4. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Berdasarkan Al-Qur;an Surat At-Taubah ayat 60, yang artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat,
yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk
(membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang
sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui,
Maha Bijaksana”

Orang yang menerima zakat disebut mustahiq, atau lazim disebut golongan 8

asnaf, Adapun penjelasan 8 asnaf adalah sebagai berikut:

a.

Fakir, orang yang tidak mempunyai pekerjaan , usaha dan harta. Atau
mempunyainya tapi tidak dapat memenuhi setengah kebutuhannya.

Miskin, orang yang pendapatannya kurang untuk memenuhi kebutuhannya.
Mualaf, orang yang baru menjadi muslim

Rigab atau hamba sahaya, yaitu orang yang berada dalam kekuasaan orang
lain

Gharim, adalah orang yang terlilit utang namun tidak memiliki kemampuan
melunasinya (utang tersebut bukan karena perkara maksiat)

Fisabilillah, orang yang berjuang/berjihad di jalan Allah.

Ibnu Sabil, musafir yang berpergian dengan tujuan baik dan kehabisan

bekal.
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5. Syarat-syarat wajib Zakat
a. Syarat orang mengeluarkan zakat

Kewajiban ini dibebankan kepada orang atau badan milik muslim yang disebut
“muzakki” yang memiliki harta yang sudah memenuhi syarat berzakat (haul dan

nishab)

b. Syarat harta yang dikeluarkan zakat

Kewajiban ini dibebankan terhadap harta dengan ketentuan sebagai berikut:
kepemilikan pasti, halal dan baik, dan telah lebih cukup kebutuhan pokok, diluar
dari utang, berkembang, mencapai nishab/ukuran harta zakat, mencapali

haul/waktu yang ditentukan dan berkembang secara riil dan estimasi °

D. Tinjauan tentang Pajak
1. Pengertian Pajak

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga UU No. 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan “Pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

19 Didin Hafidhuddin, Op.Cit, him. 22
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Maka berdasarkan terminologi undang-undang tersebut, pajak menjadi kewajiban

warga negara kepada negaranya dalam hal terhadap harta, yang digunakan oleh

negara untuk keperluan bernegara dan rakyatnya.

Pajak dikenakan terhadap Wajib Pajak (orang pribadi atau badan) yang oleh

undang-undang dibebankan kewajiban perpajakan, termasuk pemotong

atau pemungut pajak tertentu.

2.

a

Fungsi Pemungutan Pajak

Fungsi Budgeter, sebagai sumber penerimaan kas negara guna pembiayaan

pengeluaran dan pembangunan.

Fungsi Regulerend, sebagai alat pengatur dan pelaksana kebijakan
pemerintahan pada bidang ekonomi dan sosial, serta untuk tujuan tertentu

selain bidang keuangan.?° tersebut.

3. Jenis-jenis Pajak di Indonesia

Beberapa hal di Indonesia yang dikanakan atas pajak ialah:

b.

Pajak Penghasilan (PPh) dibebankan terhadap setiap penghasilan yang
diperoleh Wajib Pajak orang dan badan dalam kurun waktu satu tahun pajak
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibebankan atas konsumsi jasa kena pajak
dan barang kena pajak di wilayah Indonesia.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dibebankan atas
pengkonsumsian barang kena pajak tertentu (yang digolongkan barang

mewah), selain dibebankan PPN dikenakan juga PPnBM..

20 Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus (Jakarta: Salemba Empat, 2019) him.3


https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pemotong_pajak&action=edit&redlink=1
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e. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dibebankan atas kepemilikan,
penguasaan dan/atau pemanfaatan suatu tanah dan bangunan.

f. Pajak Daerah, pajak yang dikelola pemerintah daerah (Pemda) pada tingkat
provinsi dan kab/kota. Pengelolaannya dilakukan pemerintah daerah melalui

badan atau dinas berwenang setempat, dan digunakan untuk daerah tersebut.

4. Pajak Penghasilan di Indonesia

Ketentuan mengenai pajak penghasilan diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan (PPh). Mengalami perubahan beberapa kali, dari UU
No. 7 Tahun 1991, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, serta

terakhir UU No. 36 Tahun 2008.

Berdasarkan pengertian Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983 disebutkan “Pajak
Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun

pajak”

Berikut dijabarkan lebih lanjut ketentuan Pajak Penghasilan berdasarkan undang-

undang pajak penghasilan

a. Subjek/ Wajib Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Dalam Negeri adalah:

1) Orang pribadi tinggal di Indonesia, dalam kurun waktu lebih dari 183
hari dalam setahun, atau berada di Indonesia dengan niat tinggal dalam

suatu tahun pajak.
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2) Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, selain dari unit
pemerintah tertentu yang diatur undang-undang.
3) Warisan yang belum dibagikan kepada yang berhak atau kepada

pengganti dari yang berhak. tersebut.

Subjek Pajak Luar Negeri adalah:

1) Orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, termasuk ditentukan
terhadap orang pribadi belum sampai 183 hari berada di Indonesia
dalam jangka setahun.

2) Badan yang tidak didirikan atau berkedudukan di Indonesia, namun
dengan atau tanpa melalui bentuk usaha tetap (BUT) dapat memperoleh

penghasilan dari Indonesia

b. Objek Pajak Penghasilan

Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak, yang
berasal dari Indonesia ataupun luar Indonesia ditentukan sebagai objek pajak

penghasilan

Harta yang ditentukan bukan objek pajak ialah: sumbangan, bantuan, dan hibah
(termasuk zakat), warisan, setoram modal, klaim asuransi, dividen yang diterima
badan dengan penyertaan modal sekurang-kurangnya 25%, penghasilan dari
modal dana pensiun, pengambilan prive, penghasilan perusahaan modal ventura,

beasiswa, laba lembaga nirlaba dan bantuan sosial dan BPJS .
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c. Jenis Pajak Penghasilan (PPh)

Berikut ditentukan jenis pajak penghasilan:?*

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15, dibebankan terhadap penghasilan
dari perusahaan pelayaran, penerbangan internasional, dan perusahaan
asuransi asing

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dibebankan terhadap penghasilan
berupa: gaji, tunjangan honorarium, dan lainnya. Yang diterima atas
suatu jasa, pekerjaan dan kegiatan lainnya yang didapatkan pada tiap
bulan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, ini dibebankan terhadap badan yang
melakukan kegiatan ekspor dan impor barang.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, yang kenakan sewaktu melakukan
transaksi berupa pembagian keuntungan saham atau dividen, bunga,
royalti, hadiah, sewa dan lainnya.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 ialah angsuran pajak, yang asalnya
dari jumlah PPh terutang pada SPT Tahunan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26, dibebankan terhadap penghasilan
Wajib Pajak luar negeri yang memperolehnya dari Indonesia, namun
kecuali dari bentuk usaha tetap

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 29, disebut sebagai PPh kurang bayar,
dan harus dibayarkan oleh Wajib Pajak, kurang bayar tersebut dari yang

sudah tertulis di SPT Tahunan, hal tersebut adalah sisa PPh yang

21 Tim Pengkajian Dirjen Pajak, PPh Pajak Penghasilan , (Jakarta: Dirjen Pajak, 2013)
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terutang dalam tahun pajak tertentu, dan kemudian harus dikurangi
dengan jumlah kredit PPh.

8) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), pajak ini bersifat final atau
pajak yang tidak bisa dikreditkan. Dikenakan pada jenis tertentu
berupa: surat utang negara, bunga obligasi, bunga deposito dan
tabungan lainnya, bunga simpanan yang dibayar koperasi, transaksi

saham dan sekuiritas, dan hadiah undian.

E. Pengaturan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Penelitian ini secara garis besar melihat tentang pengaturan zakat sebagai
pengurang penghasilan kena pajak yang termaktub dalam Pasal 22 UU No. 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Namun di Indonesia sendiri regulasi zakat
sebagai pengurang pajak telah sejak lama diatur sejak berlakunya UU No. 38

Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Pasal 14 ayat (3) UU No. 38 Tahun 1999 menerangkan bahwa zakat bisa
dikurangkan dari pendapatan sisa pajak Wajib Pajak. Kemudian menganai tujuan
diaturnya ketentuan ini dijelaskan lebih lanjut pada Penjelasan Pasal 14 ayat (3)
UU No. 38 Tahun 1999 yang menerangkan bahwa sebagai bentuk agar muzaki
dan Wajib Pajak tidak terkena beban ganda pemungutan dari zakat dan juga pajak.
Sedangkan, pada ketentuan Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 menjelaskan bahwa

zakat menjadi bagian pengurang penghasilan kena pajak.

Telaah pada ketentuan tersebut bahwa pada prinsipnya norma yang ditetapkan
hanya berbeda redaksi, dan memiliki substansi yang sama, maka ketentuan zakat

yang dapat digunakan sebagai bagian pengurang pajak telah berlaku sama sejak
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UU No. 38 Tahun 1999 . Mengenai tujuan yang ingin dicapai pada Penjelasan
Pasal 14 ayat (3) ecara prinsip pengaturan tersebut tidak memuaskan tujuan
tersebut. Karena zakat hanya sebatas tidak menjadi objek pada penghitungan
pajak penghasilan, namun yang tidak kena beban ganda hanya harta yang berupa
zakat, dan sejatinya penghasilan tetap terkena beban ganda, yaitu untuk zakat dan

sekaligus masih terkena pajak..

Pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak juga ditegaskan pada
UU No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan, aturan ini lahir sebelum UU No. 23 Tahun 2011, dapat
dikatakan aturan ini sebagai pengaktifan dari ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No.

38 Tahun 1999 yang dilaksanakan pada ranah perpajakan.

Pada pasal 4 ayat (3) huruf a 1 UU No. 36 Tahun 2008 mengecualikan zakat dan
sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib dari objek pajak, yang mana
zakat tersebut harus disalurkan melalui lembaga amil zakat resmi. Kemudian pada
Pasal 9 ayat (1) huruf g UU No. 36 Tahun 2008, turut mempertegas ketentuan

pada pasal 4 ayat (3) huruf a 1 sebelumnya.

Berdasarka UU No. 36 Tahun 2008, ditemukan ketentuan syarat yang agar zakat

dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak:

1. Zakat/ sumbangan kegamaan yang sifatnya wajib
2. Zakat/ sumbangan keagamaan diberikan melalui badan atau lembaga

penerima yang telah resmi atau disahkan oleh pemerintah

Mengenai lembaga resmi yang disahkan pemerintah sebagai tempat penyaluran

zakat/ sumbangan kegamaan wajib lainnya yang penyaluran melaluinya dapat
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sebagai pengurang penghasilan kena pajak, diatur pada Peraturan Direktur
Jenderal Pajak. Ketentuan yang terbaru saat ini mengenai lembaga penyalur

tersebut ialah PerDirjen Pajak Nomor PER-11/PJ/2018.

Uraian mengenai pengaturan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak,
dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan mengenai hal ini telah diterbitkan
sejak UU No. 38 Tahun 1999, dan pada ranah perpajakan diaktifkan melalui UU
No. 36 Tahun 2008. Aturan dalam Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011
memunculkan lagi hal ini sebagai pengganti UU No. 38 tahun 1999, dan menjadi

dasar hukumnya saat ini.
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Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir dijelaskan ketentuan Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat yang membahas mengenai zakat sebagai pengurang

penghasilan kena pajak, dan dari ketentuan tersebut akan diimplementasikan atau

dilaksanakan. Dimana dalam pelaksanaan nya akan melibatkan instansi pengelola

zakat dan pajak, yaitu BAZNAS dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) selaku unit

kerja Dirjen Pajak. Dan dari implementasi nya akan dilihat permasalahan yang

menghambatnya, dan dinilai faktor-faktor yang menghambat nya, dalam

penelitian ini ditentukan objek penelitian pada BAZNAS Kota Bandar Lampung

dan KPP Pratama Natar. Maka penelitian ini akan melihat implementasi dan

faktor-faktor penghambat dari Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011.



I1l. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris,
menurut Abdulkadir Muhammad mengemukakan penelitian normatif-empiris
adalah yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan
perundang-undangan secara faktual pada tiap peristiwa hukum tertentu yang
terjadi di masyarakat, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian
juga ditujukan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in

concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang?

Pada penelitian ini yang menjadi objek implementasi adalah BAZNAS Kota
Bandar Lampung dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar, lokasi tersebut
dianggap sesuai dan cocok berkenanaan dengan penelitian ini, karena dalam
melihat implementasi yang berkenaan zakat dan pajak, maka diperlukan sumber
langsung dari pelaksana yaitu instansi pengelola zakat dan perpajakan, Dalam
penelitian ini menjadikan petugas dari BAZNAS Kota Bandar Lampung dan

Kantor Pelayanan Pajak sebagai informan.

22 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004), him. 53-54.
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B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan bersifat deskriptif. Yaitu dengan berusaha
menjelaskan pemecahan masalah berdasarkan data, metode ini menyampaikan
data tersebut, dan menganalisa serta menginterpresentasikannya® Deskriptif pada
penelitian ini juga diartiakan dengan mendeskripsikan fakta empiris yang
ditemukan di lapangan dianalisa secara normatif, sehingga fakta yang ada dapat

berkaitan dan bermakna dengan penelitian ini.?*
C. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan ialah socio-legal, yaitu melihat dengan pandangan
ilmu sosial dan ilmu hukum, yang secara tujuan untuk mengkaji dan memahami
fenomena hukum dan yang dialami oleh masyarakat. seperti: prilaku, tindakan,

persepsi, dan lain-lainnya
D. Data dan Sumber Data
1. Data Primer

Pada penelitian ini yang menjadi data primair diperolen melalui peraturan

perundang-undangan dan wawancara.
Peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber primer ialah:

a. Pasal 22 dan 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Zakat

23 Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),
him. 44
24 Thalis Noor Cahyadi, Efektifitas Bantuan Hukum di Pengadilan, dalam Jurnal
Rechtsvinding, (Volume 2, Nomor 1, April 2013), him. 20.
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b. Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1) huruf G Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Wawancara yang dilakukan untuk mengumpulkan data primair bersama dengan

narasumber:

a. Bapak Doni Peryanto, S.Pi selaku Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Bandar
Lampung
b. Bapak Muhadi selaku Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Muda pada Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar,

2. Data Sekunder

Pada penelitian ini, yang menjadi data sekunder diperoleh dari sumber buku

kepustakaan dan penelitian lain yang mendukung pada penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, yaitu
pengkajian terhadap informasi tertulis terkait hukum yang mendukung penelitian
ini, sebagai bentuk pengkajian dalam siegi normatif. Studi kepustakaan digunakan
untuk memperoleh data primer maupun sekunder dan berbagai infomasi yang
relevan dengan penelitian. Sumber studi kepustakaan diperoleh dari peraturan
perundang-undangan, dokumen resmi, buku, publikasi ilmiah dan penelitian

lainnya.
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2. Wawancara

Penelitian ini juga menjadikan wawancara atau tanya jawabsebagai metode untuk
memperoleh data dan informasi. Dalam penelitian ini wawancara atau tanya jawab
dilakuakan dengan narasumber yang berasal dari instansi pengelola zakat
(BAZNAS Kota Bandar Lampung) dan pajak. (KPP Pratama Natar) proses

wawancara dilakukan secara tertutup.

F. Metode Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan, selanjutnya diolah dengan tahapan, yaitu:

1. Pemeriksaan data (editing)

Pemeriksaan data, setelah data dikumpulkan pengolahan tahapan pertama adalah
dengan memeriksa terlebih dahulu data tersebut. Yaitu dengan memfilter bila
ditemukan kesalahan. Proses ini perlu dilakukan agar memastikan data tersebut

akurat serta konsisiten bersamaan fakta-fakta lainnya yang dikumpulkan.

2. Penandaan data

Penandaan data yaitu proses memberikan tanda atau catatan sebagai identitas dari
mana data tersebut diperoleh (perundang-undangan, buku, dokumen dlil). Hal
tersebut sebagai bentuk etika terhadap pemegang hak cipta. Penandaan data

menyantumkan: nama pengarang, penerbit, tahun dan lain-lainnya

3. Sistemisasi Data

Pemeriksaan dan penandaan data bila telah dilakukan, kemudian dilakukan
sistematisasi data yaitu menempatkan dan berdasarkan urutan masalah dan

klasifikasi data.
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G. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis, pada penelitian ini analisis data
dilakukan secara kualitatif, Analisis ini bersifat induktif, yakni menganalisis
berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian mengembangkannya menjadi
sebuah hipotesa.?® Analisis secara kualitatif juga akan menguraikan data secara
sederhana dan teratur, agar mudah untuk menginterpretasi data dan memahami
hasilnya, Kesimpulan dari analisis tersebut menjadi jawaban dari permasalahan

pada penelitian.?

25 | Gede AB Wiranata, Metodologi Penelitian dan Penulisan IImiah Bidang Hukum,
(Bandar Lampung: Zam-Zam Tower, 2017), him. 121.
% Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, him. 127.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Pengaturan dalam Pasal 22 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
yang mengatur zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, dalam
perwujudannya diatur melalui Pasal 23 UU No. 23 tahun 2011 yang mengatur
pengadaan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang penggunaanya sebagai pengurang
penghasilan kena pajak. Dan dalam pelaksanaanya oleh Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) diatur lebih lanjut melalui Pasal 7 PERBAZNAS No. 5
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat. Sebagaimana ketentuan
tersebut dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dengan
pemberian Bukti Setor Zakat (BSZ) kepada muzaki setelah ia membayarkan

zakatnya.

Ketentuan mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak selain
diatur melalui Pasal 22 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
diatur juga pada pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan, yang menjadi dasar pelaksanaan pada Instansi pengelola pajak
yaitu Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak. Kedua ketentuan tersebut berjalan
harmonis. Implementasinya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam

penelitian ini pada KPP Pratama Natar ialah dengan adanya bagian zakat
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dalam Surat Pemberitahuan tahunan atau SPT tahunan sebagai aspek dalam
pengurangan penghasilan kena pajak, dengan wajib pajak melampirkan Bukti

Setor Zakat (BSZ) dari BAZNAS atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi

Pelaksanaan penggunaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak
oleh masyarakat, terdapat faktor yang mempengaruhinya, dibedakan atas
faktor pendorong dan penghambat. Kemudian dijelaskan melalui faktor
internal dan faktor eksternal. Faktor pendorong (internal) meliputi: Harmonis
ketentuan dalam ranah zakat dan pajak, lembaga pelaksana yang dibentuk UU
dan memiliki fasilitas yang mumpuni. Faktor pendorong (eksternal) meliputi:
status kewajiban zakat dan pajak, masayarakat filantropi dan potensi besar
pengumpulan zakat dan pajak. Kemudian Faktor penghambat (internal)
meliputi: aturan zakat pengurang pajak hanya sebatas pengurang pada
penghasilan kena pajak, pembayaran pajak penghasilan karyawan atau
pegawai dilakukan oleh pemberi kerja atau pemerintah, dan terbatasnya SDM
pada BAZNAS. Faktor penghambat (eksternal) yang meliputi: kurangnya
pemahaman dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan muzaki
terhadap zakat dan pajak, serta pola kebiasaan pembayaran zakat di

masyarakat.
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B. Saran

1. Diharapkan Pemerintah pusat dapat membentuk regulasi yang dapat
menjadikan zakat sebagai pengurang nilai pajak sebesar yang dibayarkan atas
zakat, bukan hanya sebatas pengurang penghasilan kena pajak. Serta
membentuk regulasi agar gaji pegawai dan karyawan dapat langsung
dipotong atas zakat sebagaimana pajak penghasilannya, sehingga zakat dapat
dikurangkan langsung atas pajaknya, namun dengan persetujuan pegawai dan
karyawan, dan dilakukan tanpa paksaan. Agar dengan regulasi tersebut dapat
meringankan beban masyarakat serta meningkatkan penerimaan pajak dan

zakat oleh negara.

2. Diharapkan instansi pemerintah pelaksana zakat dan pajak yaitu BAZNAS
dan Dirjen Pajak, untuk dapat memaksimalkan tugas dan fungsi, serta
mensosialisasikan zakat dan pajak lebih jauh, terkhusus mengenai zakat
sebagai penguraang penghasilan kena pajak. Agar pengelolaan pajak dan

zakat menjadi lebih efektif.

3. Diharapkan masyarakat muslim Indonesia dapat memperdalam pemahaman
nya mengenai zakat dan pajak, serta mengetahui hak dan kewajibannya
sebagai warga negara dan pemeluk ajaran agama. Serta bagi muzaki dan
Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan kesadarannya untuk
menjalankan kewajiban pembayaran zakat dan pajak. Agar keberjalanan

kehidupan bernegara dan beragama menjadi lebih baik.
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